
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYlJASIN

NOMOR 2. TAHlJN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYlJASIN NOMOR 4 TAHlJN 2008

TENTANG PEMBENTlJKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYlJASIN

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSl BANYlJASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian, pada
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan
fungsinya, karena itu harus diubah dan disesuaikan dengan
volume keIja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan PerubahanAtas
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonedsia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk.II dan Kota Praja di Sumatera
SeIatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NOffiprI8n);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara. Pemerintah Pusat dan
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepubHkIndonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga
Negera Republik Indaensia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
PegawaiNegeriSipil dalam JabatanStruktural ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Namar 100
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 4535);

8. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antar Pemerintahan, Pemerintah
Daerah Propinsi, .dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Namar 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namar 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indanesia Namar 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Penll:lciltukall I'roJuk )Iukum Duc •.•.I1, (BCI-itll
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Namar 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Namar 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Namar 33).
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Dengau Persetujuau Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUS! BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN,

MEMUTUSKAN :

PERU BAHAN' ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGAlVISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSK BANYUASIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor4Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Ral<:yat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008
Nomor35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasa16

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
membawahi:

a. Bagian Administrasi Pembangunan dan
Perekonomian, terdiri dari :
1. Sub Bagian Administasi Pembangunan;
2. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
3. Sub Bagian Monitoringdan Pelaporan;

b. Bagian Telek dan Sandi, terdiri dari :
1. Sub Bagian Telekdan Sandi;
2. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan;
3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;

c. Bagian Umum dan Pengadaan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
2. Sub Bagian Analisis Kebutuhan Barang;
3. Sub Bagian Pendistribusian Barang;

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
7 berbunyi sebagai berikut :
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Pasa! 7

Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
a. Bagian Hukum, terdiri dari dari :

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
3. Sub Bagian Dokumentasi Umum.

b. Bagian Organisasi, terdiri dari :

1. Sub Bagian Ke1embagaan;
2. Sub Bagian Ketata1aksanaan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

c. Bagiun Kt:uangan, ter'diri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU;
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
3. Sub Bagian Akuntansi dan Pe1aporan;

d. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kebijakan Pub1ik;
2. Sub Bagian Informasi Pub1ik;
3. Sub Bagian HubunganPublik.

3. Ketentuan Pasa1 10 diubah, sehingga kese1uruhan Pasal
10 berbunyi sebagai berikut : .

PasallO

Susunan Sekretariat Dewan Perwaki1anRakyat Daerah,
terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan

b. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga)Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub 13agianPedengkapan;
3. Sub Bagian Rumah Tangga.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,
membawahi 3 (tiga)Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Risalah;
2. Sub Bagian Persidangan;
3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

d. Bagian Keuangan dan Anggaran membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
3. Sub Bagian Perbendaharaan.

e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
membawahi 3 (tiga)Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Infomasi, Dokumentasi dan
perpusl:akaan; .

2. Sub Bagian Protokol;
3. Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin.

Disahkan di Sckayu
pada tanggal \~ A"us-\.u5 2013

BUPATIMUSIBANYUASIN,

/

Diundangkan di Sckayu
pada tanggal \"J A0V.5"-LAS 2013

SEKRETARlSDAERAH
KABUPATENMUSI BANYUASIN,

H. SOBANMAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 1



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUS! BAYUASIN

•Lamplran II Peratwran Daerah Kabupaten Musl Banyuasln
Nomor 2. Tahun 2013
TanggaJ 19 Agustus 2013

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUAS!N

BAGIA1l" DAGIAN BAGIAN BAGIAN
Umum Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Perundang-Undangan Keuangan dan Anggaran dan Protokol

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
- Tata Usaha dan - Risalah - Perencanaan dan - lnformasi, DokumentasiKepega",-2ian Anggaran darl Perpustakaan

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
- PerlenglG.pan - Persidangan - Verifikasi dan - ProtokolPembukuan

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagialll
- Rumah T"_,,gga - Hukum dan Perundang- - Perbendaharaan - Pelayanan dan Aspirasi

Undangan Masyarakat

SUPAT! MUS! SANYUASIN



BAGAN STRUKTUR ORGAi'USASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEi."'fMUSI BAYUASIN

Lampiran I

BUPATI

WAKIL BUPATI

•: Peraturan Daerah Kaoupaten Musi Banyuasin
Nomor 2. T2hun 2013
TanggaI: 19 AguliuS 2013 •

i SEKRETARIS II I

STAF AHLI BIDANG STAJt :WLI BUPATI STAll' AHLI BUPATI
HUltUM, POLITIK DAN :;mANG BmANG KEUAriGAN

PEMERlNTAHAN PEri3A!iGUNAN

I

ASISTEN BlDANG ASISTEN BlDANG ASlSTEN BIDANG

PEMERlNTAHAN, PROTOKOL DAN PEREKONOMIAN DAN ADMIlUSTRASI UMUM

KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN

II

I I . I I I I I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN

,
BAGIAN

BAGIAN BAGIAN BKllAN BAGIAN I BAG IAN
Tata Protokol Kesejahteraan Peny:iesaian Administrasi Umum dan Telek dan Sandi Hukum Organisasi Keuangan Hubungan

Pemerintahan Rakyat Per.;3tas.an Pembangunan & Pengedaan Masyarakat
Perekonomian I

I
I,

,
I c---'

Subbag.
, Subbag. Subbag

Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. !
Tata Umum&

Subbag. S~bbag. Subbag. Tata Usaha Peraturan Subbag. I Peraneanaan

Pemerintahan Perjalanan Kesejahteraan Pen.'e!esaian Adm. Pimpinan Telek dan Sandi Perundang- Kelembagaanf &Pengeluaran kebijakan
:atas Pembangunan

, I SPMU Publik
Umum Dinas ~ Undangan

!
,

Subbag.
Subbag. Subbag. Si.beag.

Scbbag Subbag Subbag. Subbag. I Subbag
Perangkat Subbag. A'13llsis Kebutl.11<rl dan Umumdan Ketalalaksa. I Verifikasi & Informasi

Tata Acara & .':oil< & Subbag. PengadaanSatang 8antuan
Daerah Protokoler

Agama
P::sarana ~ Adminlstrasi

Pemeliharaan Hukum naan & ! Pembukuan Publik

Perekonomian
Kepegawaiar.!

,

Subbag. Subbag. Si:bbag. Subbag. Subbag Subbag. Subbag. Subbag. Subbag.
Pengembangan Penghubung

Subbag. Pe~I;i3'l1•..asan Subbag. Rumah Tangga Sarana dan Dokumentas AnaJisis Akutansi dan Hubungan
Wllayah dan Antar Umum can Monitoring dan Prasarana Jabatan & Peraporan Publlki Hukum
Pertanahan Lembaga PeL:I~liharaan L Peraporan Beban Ke~a

BUPATI MUSI BANYuASlN

Hm1:(
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